PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 72
TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR BANTEN,

bahwa sesuai surat Putusan Badan Arbitase dan
Alternatif Penyelesaian Konstruksi Indonesia
Nomor 053/V/BDP/2016 tanggal 20 Mei 2016
tentang Penyelesaian Sengketa Atas Kegiatan
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih di
Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2015, Kegiatan
Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan
Binaan di Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran
2015 dan Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi
Lingkungan dan Persampahan di Dinas Sumber
Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2015 merupakan kewajiban terhadap
pihak ketiga yang harus dibayar;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan  Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Banten Nomor 72 Tahun 2015 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43595);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4938);
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9.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4485);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri
E);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten
Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3
Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten
Nomor 41);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten
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Menetapkan

29.

30.

Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 4);
Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun
2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015
Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 72 Tahun 2015 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah
Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun

2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor

73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor

3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72

Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016

Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 dengan rincian debagai berikut :



1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp 8.005.287.474.000,00
b. Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 8.005.287.474.000,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp 8.811.076.809.100.00
b. Bertambah Rp 157.437.976.797.,00
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 8.968.514.785.897.00
Defisit setelah perubahan Rp (963.227.311.897,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 878.289.335.100,00
2) Bertambah Rp 157.437.976.797,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp 1.035.727.311.897,00

setelah perubahan
b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 72.500.000.000,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp 72.500.000.000,00

setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 963.227.311.897,00
setelah perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 0,00
Tahun Berkenaan

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal (1),
dituangkan dalam Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tercantum
dalam Lampiran [ Peraturan Gubernur ini.

(2) Ringkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terinci
dituangkan dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tercantum dalam

Lampiran II Peraturan Gubernur ini.



(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.
Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Mei 2016
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO
Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,
ttd

RANTA SOEHARTA
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010




